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ABSTRAK 

Seorang terdakwa tentu saja mempunyai sebuah alasan-alasan tertentu saat melakukan sesuatu, begitu juga yang terjadi kepada para pelaku judi togel online. Tujuan dari adanya penelitian ini yaitu untuk sebuah motif dari para penjudi dari perjudian togel. Selain itu ada dua tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama bertujuan untuk menganalisis sebuah tanggung jawab hukum terhadap judi togel online jika dikaji menurut Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE) 2024. Tujuan kedua yaitu untuk menganalisis sebuah akibat hukum bagi seorang pelaku judi online togel di Indonesia. Akibat perkembangan teknologi informasi tentunya membawa dampak yang sangat signifikan terhadap pola pikir perilaku manusia, perkembangan zaman membuat semuanya semakin uprage termasuk perjudian yang kini marak dengan judi online togel. Aktivitas ini tentunya melanggar norma sosial dan moral, dan menimbulkan berbagai persoalan dalam konteks penegakan hukum siber di Indonesia, pelaku judi online togel dapat dikenakan akibat hukum yaitu dengan dasar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Penelitian ini menujukkan bahwa pelaku judi online togel dapat dimintai pertanggungjawab pidana, perdata dan administratif karena kegiatan tersebut telah menimbulkan kerugian bagi pihak lain. 
Kata kunci: Tanggung Jawab Hukum, Pelaku Judi Online Togel, Di Indonesia
ABSTRACT
A defendant certainly has specific reasons for committing a crime, as do online lottery gamblers. The purpose of this study is to determine the motives of lottery gamblers. Furthermore, there are two objectives: the first is to analyze the legal liability for online lottery gambling as assessed under the 2024 Electronic Information and Transactions (ITE) Law. The second is to analyze the legal consequences for online lottery gamblers in Indonesia. The development of information technology has had a significant impact on human behavior. The development of technology has made everything increasingly sophisticated, including gambling, which is now rampant, especially online lottery gambling. This activity certainly violates social and moral norms and raises various problems in the context of cyber law enforcement in Indonesia. Online lottery gamblers can be subject to legal consequences, namely under Law Number 1 of 2024 concerning Electronic Information and Transactions (ITE Law). This study shows that online lottery gamblers can be held criminally, civilly, and administratively liable because these activities have caused harm to other parties.
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PENDAHULUAN

 
Perjudian dalam bentuk apapun dilarang dan telah diatur pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), perjudian terdapat dalam buku kedua mengenai kejahatan. Pada zaman sekarang yaitu era digital yang menyebabkan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi tentunya membawa perubahan yang sangat besar dalam aspek kehidupan termasuk dalam aspek kejahatan, salah satunya yaitu praktik judi yang telah upgrade ke ranah daring atau online. Judi online, khususnya dengan jenis togel telah banyak peminitanya di Indonesia meskipun hal itu telah dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Namun fakta yang ada pelaku judi online berjenis togel ini sulit dilacak dan diadili karena dilakukan melalui jaringan internet yang lintas batas wilayah nasional.
 Telah dijelaskan dalam KUHP di Pasal 303 Ayat (1) Angka 1 KUHP bahwa pelaku diancam dengan penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana dengan denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin yang dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, maka dapat dikenakan hukuman penjara.


Judi memiliki arti mempertaruhkan uang atau benda berharga pada suatu permainan berdasarkan tebakan atau kebetulan.
 Game ini dapat dimainkan dengan berbagai mekanik dari waktu ke waktu Dalam bentuknya, perjudian umumnya dianggap sebagai kejahatan dan dapat mengganggu tatanan kehidupan sosial.
 Dalam pandangan hukum pidana Indonesia, segala bentuk judi baik yang dilakukan secara konvensional maupun daring yang salah satunya yaitu judi togel hal tersebut termasuk tindak pidana yang tentunya dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana yang telah di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan  sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
 Namun, sangat banyak kendala yang harus dihadapi dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku judi online yaitu, keterbatasan alat bukti digital, lemahnya sistem pengawasan siber, hingga persoalan yuridiksi lintas negara. Oleh sebab itu, sangat penting kajian mengenai tanggung jawab hukum untuk pelaku judi online togel dengan harapan untuk memastikan bahwa hukum di Indonesia mampu beradaptasi terhadap perkembangan modus kejahatan terutama melalui digital.


Selain itu, meningkatnya perilaku konsumtif, kriminalitas, dan keretakan rumah tangga akibat kecanduan judi, meruapakan dampak sosial yang sangat signifikan. Hal ini memberikan fakta bahwa penegakan hukum di Indonesia terutama terhadap pelaku judi online tidak semata-mata bertujuan untuk memberi efek jera namun sebagai upaya perlindungan terhadap masyarakat dari dampak negatif kegiatan tersebut.
 Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai bagaimana tanggung jawab hukum untuk pelaku judi online togel di Indonesia jika ditinjau dari aspek hukum pidana serta bagaimana ke efektivitas penerapan terhadap sanksi tersebut.


Saat ini pemerintsh tengsh berupaya menegakkan hukum dengan tujuan menjaga moralitas bangsa, namun dalam upaya tersebut kejahatan judi online togel justru semakin menunjukkan sebuah peningkatan dalam penggunaannya dari tahun ke tahun. Hal ini dikarenakan lemahnya control terhadap situs-siturs perjudian yang berbasis internasional.
 Namun dengan adanya suatu rezim hukum baru yang marak dikenal dengan hukum siber atau hukum telematika terlebih Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia tentunya sangat diperlukan dengan tujuan untuk membentuk suatu pengaturan tentang pengelolaan Informasi dan Transaksi Elektronik di tingkat nasional.
 Jika kita melihat dari pandangan hukum modern maka perbuatan melawan hukum dalam digital tidak semata-mata dilihat dari unsur actus reus (perbuatan), namun juga sangat penting harus dilihat dari mens rea (niat jahat) seorang pelaku yang secara sadar telah memanfaatkan teknologi untuk sebuah kejahatan.
 Adapun ketentuan hukum mengenai larangan judi online terdapat dalam Pasal 27 ayat (2) UU 1/2024 tentang perubahan kedua atas UU ITE yang berbunyi: Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.


Namun terdapat sebuah ketidakjelasan dalam penerapan tanggungjawab hukum terhadap pelaku judi online di Indonesia yang menyebabkan perdebatan, yakni terkait siapa yang harus dimintai pertanggungjawaban dalam hal ini apakah hanya pelaku utama, apakah penyelenggara situs, atau bahkan pihak yang menyebarkan tautan website perjudian tersebut.
 Namun dalam praktik lapangan ternyata apparat penegak hukum sering kali menemukan kesulitan terutama dalam menentukan sebuah subjek hukum siapa yang paling bertanggungjawab, mengingat bahwa adanya sifat kejahatan yang anonim dan distribusinya secara menggelobal. Oleh sebab itu, sangat perlu interprestasi hukum yang sangat adaptif terutama terhadap perkembangan teknologi supaya ketentuan dalam hukum pidana tetap relevan.

Dalam hal ini, judi online apabila memenuhi unsur-unsur pada pasal 27 Ayat (2) UU ITE jo. Pasal 45 Ayat (2) UU ITE dapat dikategorikan telah melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara maksimal 6 tahun dan dengan denda maksimal Rp1 miliar.
 Adanya jenis tindak pidana yang telah atau belum terjadi, disertai dengan terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur delik pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, disertai adanya pertanggungjawaban pidana dengan penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana salah satunya tindak pidana pencurian.
 Dalam pembahasan ini tidak hanya aspek penegakan hukum yang perlu dikaji tanpa disadari terdapat juga beberapa aspek yang perlu dikaji terutama dalam faktor sosial yang membuat masyarakat tertarik terhadap permainan judi online, Adapun faktornya sebagai berikut yaitu kesenjangan ekonomi, dorongan gaya hidup, hingga yang menjadi faktor utama yaitu lemahnya Pendidikan hukum.
 Sehingga dalam hal merumuskan kebijakan penanggulangan perjudian online supaya efektif di Indonesia perlu menggunakan pendekatan yang komprehensif dengan melibatkan beberapa aspek yaitu, aspek hukum, aspek sosial, aspek teknologi.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian yurisdis normative atau penelitian kepustakaan, Penelitian yuridis normative meruapakan penelitian terhadap atau dengan dasar peraturan perundang-undangan dan literatur yang memiliki kaitan dengan materi yang sedang dibahas. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konseptuan (conceptual approach) dan pendekatan terhadap kasus. 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1. Tanggung Jawab Hukum Judi Togel Online menurut Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE) 2024
Dalam persoalan ini, judi togel dan dasar hukumnya di atur dalam pasal 303 KUHP tentang perjudian. Namun dalam peraturan Undang-Undang informasi dan Transasksi Elektrok (UU ITE) Nomor 11 tahun 2008 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 dalam hal ini menegaskan jika setiap orang dilarang secara sengaja dan tidak memiliki hak untuk mendistribusikan, mentransmisikan, atau bahkan membuat akses untuk informasi elektronik dengan muatan perjudian. Dalam ketentuan tersebut tentunya telah tertuang dalam pasal 27 ayat 2 UU ITE dengan dasar hukum utama yang dapat menjerat pelaku judi online, termasuk judi online togel.
 Dalam pandangan hukum pidana jika pelaku memiliki unsur kesengajaan dalam penggunaan sistem elektroknik untuk sebuah perjudian maka hal tersebut termasuk dalam unsur penting yang harus dibuktikan. Dalam penggunaan situs website, aplikasi atau hanya grup yang berisi penyelenggaraan togel online maka hal tersebut dapat menjadi bukti konkret agar unsur mentransmisikan informasi elektronik dengan muatan perjudian dapat terpenuhi.
 Oleh sebab itu, meskipun perbuatan togel online dilakukan di dunia maya, namun subtansinnya tetap dalam kategori sebagai tindak pidana perjudian seperti yang di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Namun jika membahas mengenai tanggung jawab hukum bagi pelaku judi online dapat dibedakan menjadi dua, yakni tanggung jawab pidana dan tanggung jawab perdata. jika pelaku utama membuat situs secara sadar, ikut serta dalam perjudian togel online, menyebarkan situs, maka hal tersebut termasuk dalam tanggung jawab pidana. Dengan dasar hukum pasal 45 ayat 2 UU ITE, bagi pelaku dapat dikenai pidana penjara dengan kurun waktu paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000.
 Selain pelaku utama pembuat website, pihak yang menjadi penyedia layanan atau service provider atau seseorang yang memfasilitasi transaksi togel online tentunya dalam dimintai tanggung jawab hukum. Dalam pembahasan ini, tanggung jawab yang relevan adalah tanggung jawab korporasi karena badan hukum mendapat sebuah keuntungan dari aktivitas illegal tersebut sehingga dapat dianggap turut serta dalam kegiatan tindak pidana dengan dasar strict liability.

Namun ternyata, dalam praktik penegakan hukum untuk judi togel online menghadapi beberapa kendala, yaitu sulitnya melakukan pelacakan terhadap server dan identitas pelaku pengguna teknologi enkripsi. Oleh karenanya, apparat penegak hukum dan Lembaga penyelenggara komunikasi dan transaksi elektronik perlu bekerja sama untuk melakukan tindakan tegas yaitu pemblokiran terhadap situs website judi togel online dan melakukan pelacakan secara digital forensik.

Meskipun dengan adanya Undang-Undang ITE yang telah menjadi dasar hukum yang jelas, ke efektivitas dalam penegakan hukum untuk pelaku judi online togel masih belum maksimal dalam pengerjaannya. Salah satu yang menjadi penyebab utama yaitu adanya perbedaan penafsiran tentang Batasan dalam muatan perjudian di lingkup digital serta adanya kurangnya kelihaian sumber daya manusia dalam bidang cyber law enforcement.
 Kendala selanjutnya, yakni banyaknya pengoprasian judi togel online yang menggunakan situs luar negeri yang menyebabkan hal tersebut tidak mudah dalam menjangkau terlebih oleh yuridiksi hukum Indonesia. Dari perspektif tersebut, kebijakan dalam hukum pidana sangat membutuhkan keharmonisasian antara UU ITE, KUHP, UU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Supaya hal ini dapat dilajutkan penegakan hukum terhadap judi togel online agar tidak berhenti pada penindakan terhadap pelaku, namun juga kepada pemutusan aliran dana hasil perjuadian tersebut.
 Tentunya upaya ini bertujuan untuk memberi efek jera dan memberkuat kehadiran negara dalam penegakan hukum di ruang siber.

Dalam analisis yuridis tanggung jawab terhadap pelaku berdasarkan UU ITE 2024 terdapat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 mengenai informasi dan transaksi elektronik yang merupakan bagian dari bentuk pembaruan terhadap regulasi sebelumnya sehingga menyesuaikan dengan dinamika kejahatan siber. Dalam hal ini, judi togel online perlu ketegasan dari UU ITE 2024 dalam tanggung jawab hukum bagi individu ataupun tindak korporasi yang memanfaatkan adanya sistem elektronik untuk aktivitas judi togel online.
 Namun seperti yang ada pada Pasal 27 ayat 2 UU ITE Tahun 2024 yang menyebutkan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa memiliki hak dilarang mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat akses dalm informasi elektronik dengan muatan perjudian.
 Dalam unsur yang mengutip “tanpa hak” dan “dengan sengaja” Unsur “tanpa hak” dan “dengan sengaja” dapat menjadi kunci untuk menentukan siapa yang harus dijatuhkan pertanggungjawaban pidana. Namun berdasarkan sebuah analisis dari hukum positif, seorang pelaku yang dengan sadar menggunakan platfrom situs website untuk menyebar luaskan angka togel atau untuk melakukan transaksi taruhan maka hal tersebut dapat dijerat pidana meski aktivitas tersebut dilakukan secara daring.
 Tidak hanya pelaku utama yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, namun penyelenggara platfrom situs website juga juga harus dimintai pertanggungjawaban hukum jika terbukti memperoleh keutungan dari judi togel online tersebut.
 Pembahasan ini tentunya sejalan dengan penerapan doktrin vicarious liability yang terdapat dalam hukum pidana modern, yang artinya pertanggungjawaban pidana tidak hanya melekat pada diri pelaku, namun juga melekat kepada pihak yang memfasilistkan atau membiarkan kegiatan tersebut terjadi.

Lemahnya koordinasi kementrian komunikasi dan informatika, kepolisian, serta Lembaga perbankan dapat menjadi hambatan terhadap penegakan hukum mengenai judi togel online selain itu juga menyebabkan proses dalam pemblokiran situs terhadap penelusuran aliran dana hasil perjudian kurang optimal.
 Oleh karena itu, sangat diperlukan pengutan mekanisme kerja sama internasional dengan melalui mutual legal assistance yang menjadi Langkah sangat strategis dalam peningkatan efektivias penegakan hukum terutaman dalam lingkup digital.
 

Dalam menangani kasus judi togel online pada hukum pidana harus diiringi dengan konsep baru dalam tanggungjawab pidana terutama dalam dunia maya (cyber criminal liability)
. Seperti yang telah diuraikan dalam hasil sebuah penelitian di tahun 2024, yaitu mengenai paradigma hukum pidana klasik dengan menitikberatkan kepada perbuatan fisik yang harus diperluas dalam mencakup aktivitas virtual yang dapat menimbulkan akibat hukum yang nyata.

2. Akibat Hukum Bagi Pelaku Judi Online Togel di Indonesia
Sementara itu, Polri mencatat bahwa sepanjang 2023 hingga 2024 ada sebanyak 1.988 ribu kasus judi online, kasus-kasus tersebut melibatkan sebanyak 3.145 pelaku judi online.
 Hal tersebut karena dampak dari perkembangan teknologi digital yang mengakibatkan sebuah perubahan besar terutaman dalam praktik perjudiana, salah satu yang dimaksud adalah judi online togel yang saat ini telah dapat dilakukan secara daring melalui situs website internet.
 Judi online togel berbeda dengan perjudian konvernsional, judi online togel bersifat kuas hingga lintas batas yang transaksinya menggunakan digital sehingga dapat melibatkan server luar negeri, hal tersebut dapat membuat apparat menjadi kesulitan dalam melakukan pemidanaan.

Jika dikaji menurut teori hukum pidana, judi online adalah bentuk cybercrime atau yang biasa disebut dengan kejahatan yang berbasis teknologi sehingga dapat dikategorikan dalam pelanggaran moral pada ketertiban umum.
 Secara yuridis, segala bentuk perjudian termasuk togel dilarang di Indonesia seperti yang telah di jelaskan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (ITE) yang berbunyi: bahwa Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak dalam mendistribusikan, mentransmisikan, ataupun membuat suatu hal dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.

Pelaku judi online togel dapat akibat hukum pidana yaitu dengan ketentuan jika seorang pelaku terbukti melakukan sebuah hal yang berkaitan dengan perjudian dengan melalui media elektronik hal tersebut dapat dijatuhkan pidana penjara dengan kurun waktu paling lama enam tahun dan dengan denda paling banyak satu miliar rupiah, hal tersebut telah diatur dalam pasal 45 ayat (2) UU ITE.
 Dalam pembahasan hukum pidana, perbuatan tersebut termasuk dalam sebuah delik yaitu delik formil, yang artinya telah cukup terbukti jika soerang pelaku telah terbuti melakukan penyebaran hingga memfasilitasi perjudian tanpa melihat dan membuktikan adanya kerugian yang nyata.

Tidak hanya mendapat hukum pidana, pelaku judi online juga bisa mendapat akibat hukum dari hukum perdata, yakni dengan ketentuan jika seorang  pelaku ataupun penyelenggara dapat digugat dengan dasar hukum perbuatan melawan hukum seperti yang diatur dalam pasa 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dengan ketentuan yaitu kerugian berupa hilangnya harta benda, rusaknya sebuah moral dalam keluarga, dan juga dampak sosial lainnya yang dialami korban.
  Sehingga selain mendapat sanksi pidana dan perdata judi online togel juga harus melibatkan pemerintah yang berwewenang melalui kementrian komunikasi dan informasi dengan pemberian sanksi yaitu pencabutan izin usaha daring, pelaporan kepada pihak kepolisian, hingga pemblokiran terhadap situs website terkait.

Judi togel online tidak hanya berdapat hukum namun judi online togel juga berdampak terhadap kehidupan sosial yang tentunya sangat signifikan terbutik dari banyaknya penelitian yang menunjukkan jika judi online mendorong sebuah perilaku konsumtif, kecanduan, bahkan dari hal tersebut bisa mengakibatkan tindak pidana lainnya, seperti penipuan hingga pencucian uang.
 Jika dikaji dari pandangan kriminologi modern, judi tidak hanya bertentangan dengan masalah hukum, namun juga bertentangan dengan fenomena sosial yang melibatkan faktor ekonomi, psikologi, budaya menjadi terganggu.
 Jika dilihat dari pandangan perspektif hukum pidana islam maupun materi Pancasila, judi online togel meruapak perbuatan yang tentunya sangat bertentangan dengan nilai moral sebuah bangsa. Oleh sebab itu, harus adanya penegakan hukum terhadap pelaku judi online togel dengan tujuan memberi efek jera dan nilai-nilai etika sosial dalam masyarakat Indonesia tetap terjaga.

KESIMPULAN
Kesimpulan dalam penelitian ini adalah
Berdasarkan pembahasan serta penelitian diatas, dapat disimpulkan bahwa pelaku judi online togel harus bertanggungjawab secara hukum dengan dari hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang informasi dan tranksaksi elektronik (UU ITE), dengan melibatkan beberapa tanggung jawab hukum, seperti pertanggungjawaban pidana dengan dasar hukum Pasal 45 ayat (2) UU ITE, Pertanggungjawaban Perdata dengan dasar hukum Pasal 1365 KUHPerdata, pertanggungjawaban administrative dengan melakukan pemblokiran, denda, dan pencabutan izin. Namun penegakan pelaku judi online togel termasuk tanggung jawab negara dengan upaya untuk menjaga keterbitan digital dan menegakkan nilai moral serta hukum dalam ruang lingkung siber. Namun dalam pengerjaannya terdapat tantangan yang muncul dari aspek pembuktian elektronik dan koordinasi sesame lemba penegak hukum untuk melacak server lintas negara.

Dari pembahasan tersebut mengenai akibat hukum bagi pelaku judi online togel dapat disimpulkan bahwa akibat hukumnya bersifat komprehensif, dengan mencakup beberapa sanksi yaitu, sanksi pidana, sanksi perdata dan sanksi sosial.  Dengan penjelasan bahwa sanksi pidana mencakup dengan dijerat padandengan pasal 303 KUHP dan Pasal 45 ayat 2 UU ITE dengan ancaman pidana penjara maksimal enam tahun dan terdapat denda paling banyak satu miliar rupiah. Dan Adapun sanksi sosial yaitu mencakup nilai keagamaan dan nilai moral. Dengan demikian, akibat hukum yang ada tidak hanya menjerat pasal terhadap individu yang melalukan namun juga pihak yang memfasilitasi atau bahkan yang mengambil keuntungan dari aktivitas judi online togel.
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